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Abstract. This study aims to analyze the influence of tax digitalization, taxpayer awareness, and tax knowledge 

on the level of taxpayer compliance in Indonesia. This study is based on the low level of tax compliance even 

though tax revenues have increased significantly thanks to digitalization. The method used is a literature review, 

with secondary data analysis from various relevant sources. The results of the study indicate that tax digitalization 

contributes positively to taxpayer compliance, facilitating reporting and reducing fraud. In addition, tax 

awareness and knowledge have also been shown to increase compliance, where taxpayers who understand their 

obligations tend to be more compliant. This study concludes that in order to increase taxpayer compliance, further 

efforts are needed to increase tax awareness and knowledge, as well as optimally utilize digital technology. The 

implications of the results of this study are important for tax policy in Indonesia to support increased state 

revenues. 
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Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh digitalisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, 

dan pengetahuan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia. penelitian ini didasari oleh 

rendahnya tingkat kepatuhan pajak meskipun penerimaan pajak mengalami peningkatan signifikan berkat 

digitalisasi. Metode yang dilakukan adalah literature review, melalui analisis data sekunder dari berbagai sumber 

relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi berkontribusi positif terhadap kepatuhan wajib pajak, 

memudahkan pelaporan dan mengurangi kecurangan. Selain itu, kesadaran dan pengetahuan perpajakan juga 

terbukti meningkatkan kepatuhan, di mana wajib pajak yang memahami kewajibannya cenderung lebih patuh. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk memperkuat kepatuhan wajib pajak, harus adanya upaya dalam 

meningkatkan kesadaran dan pengetahuan perpajakan, serta memanfaatkan teknologi digital secara optimal. 

Implikasi dari hasil penelitian ini penting bagi kebijakan perpajakan di Indonesia untuk mendukung peningkatan 

penerimaan negara. 

 

Kata kunci: Digitalisasi, Kesadaran, Perpajakan. 

 

 

1. LATAR BELAKANG 

Pajak ialah sumbangan masyarakat sebagai pendapatan negara sebagaimana diwajibkan 

sesuai dengan undang-undang untuk mendanai pengeluaran publik demi kepentingan 

masyarakyat,meskipun hasil pajak tidak bisa diukur dengan cara langsung. Meski 

kontribusinya signifikan, namun penerimaan pajak di Indonesia masih kurang optimal 

(Annisah & Susanti, 2021).  

Sejak digitalisasi pajak di Indonesia, penerimaan pajak negara mengalami peningkatan 

yang signifikan. Penerapan teknologi digital sudah membantu pemerintah dalam 

mengumpulkan pajak dengan efektif, meningkatkan transparansi, dan mengurangi 

kemungkinan penipuan (Sinuhaji et al., 2024). Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 
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mencatat bahwa tahun 2024, menunjukan peningkatan pajak dengan angka tertinggi dalam 

sejarah yaitu sebesar Rp2.309,9 triliun, dengan kontribusi terbesar berasal dari pajak sektor 

sumber daya alam. Capaian ini mencerminkan dampak positif dari digitalisasi sistem 

perpajakan terhadap penerimaan negara. Selain itu, pemerintah terus berupaya 

mengembangkan dan menyempurnakan teknologi digital yang lebih efektif untuk 

memaksimalkan pendapatan negara serta mendorong wajib pajak taat.  Kementerian Keuangan 

melalui Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). "Pendapatan Pajak 2024 mencatat rekor sebesar 

Rp2.309,9 Triliun, Meningkat  Rp191 triliun dari tahun 2023. Seperti yang telah diketahui 

Pemerintah Indonesia mewajibkan rakyatnya untuk berkontribusi terhadap pemasukan negara 

melalui pajak. Dengan kemudahan akses informasi terkait kewajiban melakukan lapor pajak 

membawa dampak positif yang ditandai dengan naiknya rasio tingkat kepatuhan pajak tahun 

2024. DJP melaporkan bahwa 14,18 juta wajib pajak telah melakukan SPT mereka sampai 

batas akhir April 2024. Rinciannya, 1,04 juta berasal dari badan usaha yang kena pajak dan 

13,14 juta yang dibebankan kepada perorangan. Angka ini menunjukkan kenaikan 

dibandingkan dengan tahun 2023, di mana hanya 13,24 juta wajib pajak yang melaporkan SPT 

tahunan. Selain kemudahan untuk melakukan lapor pajak secara daring, pemerintah juga terus 

menggalakkan para wajib pajak untuk melaporkan SPT tahunannya. Meski mengalami 

kenaikan, tingkat kepatuhan lapor perpajakan di Indonesia masih cukup rendah, seperti yang  

tercermin dari data DJP dalam lima tahun terakhir yang belum tembus 100 persen. Pemerintah 

pun memberlakukan sanksi terhadap wajib pajak yang tidak melakukan pelaporan SPT 

tahunan, yakni denda dengan membayar sebesar Rp 100.000 untuk perorangan. Sementara, 

badan usaha yang melanggar dikenakan Rp 1.000.000. Dari kasus tersebut, ditemukan bahwa 

ada kontributor pajak yang dengan sengaja tidak manyampaikan SPT Tahunan mereka. Hal 

tersebut membuktikan bahwa kepatuhan perpajakan diindonesia masih kurang dalam 

memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan.https://pajak.go.id/.   

Menurut (E.L. Putri & Yulianti, 2024), kepatuhan wajib pajak adalah ukuran 

pemahaman terhadap hak serta tanggung jawab setiap individu. Kewajiban wajib pajak 

meliputi perhitungan, penyampaian, dan pelaporan pengembalian pajak penghasilan (SPT). 

Ketidakpatuhan wajib pajak dapat mengarah pada penghindaran pajak dan ketidaktahuan 

tentang pajak, sehingga berdampak pada berkurangnya penerimaan pajak dan dapat berdampak 

pada negara. Menurut (Pratiwi & Sinaga, 2023), Kepatuhan pajak merujuk pada kemampuan 

dan kesediaan individu untuk menaati ketentuan perpajakan, melaporkan penghasilan secara 

akurat setiap tahun, dan membayar pajak tepat waktu.  

https://pajak.go.id/
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Digitalisasi perpajakan telah menjadi perkembangan global sehingga mempengaruhi 

regulasi perpajakan internasional, terutama di negara kita. Pemanfaatan teknologi untuk 

mengurus pajak mebawa dampak yang signifikan terhadap prosedur penghimpunan, 

peninjauan, serta pengendalian informasi digital pajak oleh negara. (Sinuhaji et al., 2024). 

Digitalisasi merupakan salah satu cara untuk menjamin keberlangsungan Pelaporan pajak dapat 

dilakukan tanpa perlu mengunjungi kantor pajak secara langsung (Syadat & Irwansyah, 2024). 

         Kesadaran wajib pajak merupakan keadaan pemahaman atau pengetahuan tentang pajak 

(Azhari, 2023). Kesadaran wajib pajak terjadi ketika seseorang atau suatu organisasi 

memahami dengan jelas kewajiban perpajakannya, memahami peraturan dan menegakkan 

peraturan perpajakan secara sukarela dan tepat. Syarat tersebut antara lain partisipasi aktif 

tanpa kendala fiskus dan kesadaran akan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. 

Keberhasilan sistem perpajakan dan peningkatan kepatuhan masyarakat ergantung pada 

kesadaran tersebut (Saputro, 2023).  

Menurut (N.K.D.A. Putri et al., 2022), Pengetahuan perpajakan yaitu pemahaman 

pokok yang dimiliki individu untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Subjek pajak 

yang memiliki pengetahuan berarti menyadari kewajiban perpajakannya serta dapat 

meningkatkan kualitas hidup Masyarakat. 

Berdasarkan fenomena diatas, Penelitian ini ingin mengukur tingkat pengaruh 

digitalisasi perpajakan, kesadaran, pengetahuan perpajakan yang berdampak pada kepatuhan 

wajib pajak. Dengan demikian, penulis melakukan kajian dengan judul“ Determinan 

Kepatuhan Wajib Pajak: Digitalisasi, Kesadaran, Dan Pengetahuan Perpajakan”. 

 

2. KAJIAN TEORITIS 

Theory of Planned Behaviour 

Ajzen (1991) mengajukan teori perilaku terencana sebagai sebuah teori yang dirancang 

untuk memahami perilaku di mana seseorang memiliki kontrol atas tindakannya. Menurut 

Ajzen (1991) dalam (Afrida & Kusuma, 2022), teori ini menyatakan bahwa niat seseorang akan 

mempengaruhi perilaku yang ditunjukkan oleh individu tersebut. Konsep ini memiliki tujuan 

suatu Individu cenderung mengadopsi suatu perilaku Ketika mereka menggangap positif dari 

perilaku tersebut, kesepakatan dari banyak orang dan kepercayaan bahwa hal tersebut dapat 

dilakukan dengan baik. 

Teori perilaku  terencana sangat relevan dalam menjelaskan mengapa wajib pajak 

berperilaku seperti sekarang. Karena teori ini menunjukan bahwa Tindakan seseorang 

dipengaruhi oleh keyakinan mereka tentang hasil yang akan didapat. Subjek pajak yang 
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berpikir secara sistematis tentunya menyadari hal tersebut dan memiliki motivasi untuk taat 

dalam membayar pajak (Pratiwi & Sinaga, 2023). 

 

Teori Atribusi 

Teori Atribusi muncul pertama kali pada tahun 1958, berkat pemikiran Fritz Heider. 

Konsep ini berasumsi bahwa individu berusaha memahami alasan di balik tindakan orang lain 

(Ristiyana et al., 2024). Berdasarkan teori ini menyatakan bahwa kita cenderung mencari 

penyebab perilaku seseorang, baik itu berasal dari dalam diri individu (atribusi internal) 

ataupun dari lingkungan sekitar (atribusi eksternal). 

 

Kepatuhan Wajib Pajak  

Kepatuhan wajib pajak ialah perilaku  kompleks yang memerlukan berbagai metode 

dan sumber data untuk menganalisanya. Selain mengurangi potensi pendapatan yang diperoleh, 

rendahnya kepatuhan wajib pajak juga dapat membuat sistem perpajakan menjadi kurang andal 

sebagai sumber pendapatan. Perekonomian negara harus didorong oleh pajak yang dipungut 

dari wajib pajak yang taat, dan negara menjadi faktor kunci dalam memastikan subjek pajak 

memenuhi tanggung jawab dari  pajak  mereka. Sehingga perlu memaksimalkan penerimaan 

pajak, pegawai pajak hars berupaya lebih keras dalam hal pencatatan, perhitungan, 

pembayaran, dan pelaporan kewajiban pajak mereka. (Nuke Sri Herviana & Halimatusadiah, 

2022). 

Digitalisasi Perpajakan 

Digitalisasi perpajakan adalah efisiensi penerapan mekanisme pajak yang diciptakan 

oleh  pemerintah semakin relevan mengingat kemajuan era digital saat ini. Sebelumnya, dalam 

membuat NPWP, menghitung, membayar,  dan melaporkan SPT masih dilakukan dengan cara 

manual, tetapi kini semua proses tersebut sudah bisa diakses dengan cara digital. Prosedur yang 

telah ditetapkan oleh  petugas pajak harus mudah diakses sehingga dapat digunakan oleh wajib 

pajak  (Novita & Fredica, 2023). 

Transformasi digital diterapkan oleh Lembaga yang mengatur perpajakan dengan cara 

daring yang menggunakan system pemeriksaan mandiri system ini telah diterapkan mencakup 

e-registration (Syadat & Irwansyah, 2024). Digitalisasi juga berpotensi meningkatkan 

kepatuhan para wajib pajak dengan beberapa keuntungan, termasuk menurunkan Tindakan 

penipuan yang sering dilakukan, yaitu dengan manipulasi dokumen yang seharusnya 

diserahkan (Henriette & Erasashanti, 2023). 
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Kesadaran Wajib Pajak      

Kesadaran ialah tahap memperoleh pengetahuan dari suatu pembelajaran dan perolehan 

data sehingga dapat menumbuhkan rasa percaya seseorang untuk memotivasi Tindakan 

tersebut (Hartikayanti & Siregar, 2019). Kesadaran pajak ialah Ketika seorang pembayar 

menyadari, menghormati serta patuh terhadap aturan pajak yang ada,  mempunyai keinginan 

dan kewajiban untuk bertanggung jawab dalam melaporkan pajak. Kesadaran dalam membayar 

pajak tergambar dalam sikap wajib pajak yang mencakup pemahaman, kepercayaan, dan 

pemikiran dengan niat melakukan Tindakan sesuai aturan serta sistem yang berlaku  

(Supriatiningsih & Jamil, 2021). 

 

Pengetahuan Perpajakan 

Menurut (I. Khotimah, J. Susyanti, 2020) Pengetahuan perpajakan merupakan situasi 

di mana pembayar pajak memiliki pemahaman tentang aturan perpajakan, prosedur yang 

berkaitan dengan pajak, peranan pajak, serta keuntungan yang akan diperoleh. Dengan 

demikian, pemahaman tentang perpajakan yang berfungsi menginformasikan wajib pajak 

dalam bertindak, melakukan pengambilan keputusan, serta mengetahui kewajiban dan hak-hak 

mereka dalam hal perpajakan. Sedangkan, Pengetahuan Perpajakan yaitu semua hal yang 

berkaitan dengan prinsip dasar dalam pajak, pajk di negara ini meliputi subjek pajak, objek 

tarif dan metode perhitungan yang harus dibayar, hingga prosedur pengisian laporan pajak 

(Bangki & Dewi, 2023). 

 

3. METODE PENELITIAN 

Metode penulisan dalam artikel ini menggunakan literature riview. Data dikumpulkan 

dari bebagai sumber seperti buku, jurnal, dan artikel terkait. Setelah  dilakukan analisis 

mendalam, data data tersebut disintesis untuk menghasilkan tinjauan kritis terhadap literatur 

yang relevan. 

Data penelitian ini berasal dari sumber sekunder seperti academia.edu, Google Scholar, 

Garuda dan jurnal pajak lainnya. Jurnal tersebut tentunya terkait dengan digitalisasi, kesadaran 

wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak.  
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Pengaruh Digitalisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Berdasarkan peneitian (Sinuhaji et al., 2024) menjelaskan jika Digitalisasi memiliki 

dampak  positif terhadap kepatuhan pajak. Sesuai dengan teori atribusi, wajib pajak terdorong 

untuk menggunakan layanan digital yang dipengaruhi factor dari luar. Digitalisasi mempunyai 

dampak yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Adanya Digitalisasi 

membantu penyediaan layanan kearsipan bagi wajib pajak. Meningkatnya ketergantungan pada 

digitalisasi juga berdampak kepada masyarakat. Hasil ini sama dengan penelitian (Syadat & 

Irwansyah, 2024), (Palullungan et al., 2023), (Nasution & Purnamasari, 2023), (Ardika et al., 

2023) menunjukan digitalisasi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib 

pajak.  

Berbeda dengan peneliti (Putri & Yulianti, 2024) menjelaskan digitalisasi tidak terdapat 

hubungan dengan kepatuhan wajib pajak. Pemerintah dan DJP terus melakukan pemutakhiran 

dan pengembangan di bidang teknologi dengan menciptakan beberapa fungsi layanan pajak 

yang dapat digunakan dengan cara online. Meskipun digitalisasi pajak mengalami kemajuan, 

namun belum semua masyarakat bisa menggunakan layanan yang telah diberikan oleh 

pemerintah. Berbeda dengan masyarakat awam, pemanfaatan digitalisasi terasa sangat sulit 

sehingga mereka masih bergantung pada kantor pelayanan pajak. Oleh karena itu, banyak dari 

mereka yang masih belum mengetahui manfaat, efisiensi dan efektivitas yang dirasakan dari 

digitalisasi pajak.  

 

Pengaruh Kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 

Berdasarkan peneliti (Wijaya & Yanti, 2023) kesadaran wajib pajak berpengaruh 

terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini muncul disebabkkan karena berbagai faktor, antara lain 

dalam diri individu dan luar. Faktor yang timbul dari dalam adalah motivasi pribadi, sedangkan 

faktor luar terkait dengan program yang dicanangkan oleh pemerintah, sehingga kesadaran ini 

sangat bergantung pada niat yang berasal dari wajib pajak tersebut. Tantangan dalam 

pengumpulan pajak adalah level dari pemhaman pajak. Wajib pajak yang memahami tanggung 

jawab untuk membayar pajaknya akan percaya bahwa memenuhi kewajiban tersebut akan 

memberikan manfaat bagi diri mereka serta negara. Artinya, tingginya level kesadaran subjek 

pajak, maka pengetahuan ataupun tindakan  tersebut dapat berdampak pada pendapatan pajak, 

yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepatuhan. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian  yang dilakukan oleh (Rianty & Syahputepa, 2020),  (Alamsyah Rahman & 

Nurhayati, 2022), (Nazwah, 2023),  (Hartikayanti & Siregar, 2019), (Supriatiningsih & Jamil, 
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2021), (Dewi & Darma, 2024), (Ilmu & Publik, 2024), dan (Zulhazmi & Febrian, 2019) 

menunjukan kesadaran pajak mempunyai hubungan yang signifikan dengan kepatuhan wajib 

pajak.  

Berbeda  dengan peneliti (S. Wulandari & Fitria, 2021) yang menyatakan bahwa 

Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hal ini dikarenakan 

besarnya pajak yang dibayarkan ditetapkkan dengan besarnya pendapatan, sehingga hal 

tersebut bukanlah suatu masalah yang mendorong kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan 

pada saat pajak. Ketika tingkat kepuasan kebutuhan hidup tinggi maka kesadaran pajak wajib 

pajak menurun. Hasil ini sejalan dengan penelitian  (Hapsari & Ramayanti, 2022) , (Faidani et 

al., 2023) menyatakan jika kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak. 

 

Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak 

Menurut (Ginanjar Aji Satya Graha et al., 2024) Pengetahuan pajak mempunyai 

hubungan yang signifikan dengan kepatuhan wajib pajak. Tigginnya Pemahaman bisa 

membantu individu memahami konsep dan teori yang dipelajarinya mengenai perpajakan 

sehingga dapat mengikuti ajaran mengenai peraturan perpajakan. Pengetahuan perpajakan 

adalah suatu pemahaman mengenai kepatuhan, dan ketaatan, prinsip dan aturan pajak, sehingga 

individu dapat memanfaatkan pengetahuan tersebut untuk melakukan kewajibannya melalui 

pembayaran perpajakan yang berlaku. Pengetahuan perpajakan adalah hal penting yang harus 

dipunyai oleh semua individu agar dapat menetapkan tindakannya sesuai aturan perundang-

undangan pajak. Sesuai dengan peneliti yang dilakukan oleh (Parengkuan & Nursyirwan, 

2023),  (Rianty & Syahputepa, 2020), (Agustin Diyah Tri, 2023), (A. Safitri & Umaimah, 

2022),(N. Wulandari & Wahyudi, 2022), (Nugraha et al., 2024) mengatakan jika pengetahuan 

perpajakan mempunyai dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak.  

Berbeda dengan peneliti (R. N. Safitri & Afiqoh, 2023) menunjukan jika Pengetahuan 

pajak  tidak mempunyai hubungan dengan kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukan 

seseorang belum mengerti bagaimana tahap untuk bayar dan melapor pajak karena rendahnya 

literasi perpajakan, serta sosialisasi yang masih belum terealisasi. Sesuai dengan peneliti  

(Abdul Kadir, 2018), (RUSDI et al., 2023) menunjukan jika pengetahuan perpajakan tidak 

memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 
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5. KESIMPULAN  

Literatur dibuat agar mengetahui digitalisasi, kesadaran dan pengetahuan perpajakan 

terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis menunjukan adanya pengaruh antara 

digitalisasi, kesadaran  dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak berbeda-

beda, beberapa hasil penelitian menunjukan dampak positif dan tidak berpengaruh. Pengaruh 

dari setiap variabel dapat dijelaskan sebagai berikut: Digitalisasi berpengaruh positif terhadap 

kepatuhan wajib pajak, dipengaruhi dari faktor eksternal yang mendorong wajib pajak untuk 

menggunakan layanan pelaporan digital. Digitalisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak, disebabkan karena seseorang masih harus mengetahui manfaat, efisiensi dan 

efektivitas yang dirasakan dari digitalisasi pajak. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif 

terhadap kepatuhan wajib pajak, Wajib pajak yang memahami tanggung jawab dalam 

pembayaran pajak akan berkontribusi pada penerimaan negara. Kesadaran wajib pajak tidak 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, Hal ini menunjukan jika level kepuasan 

kebutuhan hidup tinggi maka kesadaran pajak wajib pajak menurun. Pengetahuan perpajakan 

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, Hal ini menunjukan bahwa wajib pajak 

memahami konsep dan cara mengenai perpajakan. Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh 

terhadap kepatuhan wajib pajak, Hal ini menunjukan wajib pajak belum mengerti cara 

membayar dan melapor pajak. 
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